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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a (Ian huruf b, perlu

"menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan

dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku

Dayak Kalis Nanga Tubuk Ketemenggungan Dayak
Kalis Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu.

b. bahwa Panitia Pengakuan dan Perlindungan

Masyarakat Hukum Adat telah rnelakukan verifikasi

dan memberikan rekomendasi .untuk pengakuan

keberadaan Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak

Kalis Nanga Tubuk Ketemenggungan Dayak Kalis

Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu yang

telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat

Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi

dan nilai-nilai adat istiadat;

a. bahwa pengakuan, penghormatan dan

perlindungan kesatuan rnasyarakat hukum adat

dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

Menimbang

BUPATI KAPUASHULU,

PENGAKUANDAN PERLINDUNGANMASYARAKATHUKUM ADAT

SUKU DAYAK KALIS NANGATUBUK KETEMENGGUNGANDAYAK KALIS

KECAMATAN KALIS KABUPATENKAPUASHULU
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik In.donesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lernbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 167, Tarnbahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nornor 3888)

sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang

Nornor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan

Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang

Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan (Lernbaran Negara Repu blik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374)

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nornor 4401);

2. Undarrg-Urrdang 39-Tahun 1999 terrtarrg Hak Asasi

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ten tang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tah un

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1I di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

"Indonesia Nomor 1820);

•

Mengingat















































































LAMPIRAN VII 
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  

NOMOR :  132 /DLH/2021 
TENTANG 
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU DAYAK KALIS NANGA TUBUK KETEMENGGUNGAN DAYAK KALIS KECAMATAN KALIS 

KABUPATEN KAPUAS HULU 
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